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ABSTRAK

Seiring dengan kecenderungan masyarakat untuk mencoba hal baru yang jarang
ditemukan di dalam negeri dan adanya liberalisasi perdagangan, makanan ringan
impor menjadi salah satu impor barang yang banyak masuk ke Indonesia. Makanan
sendiri pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk
memberikan sumber energi bagi tubuh manusia. Adapun perdagangan makanan
ringan impor pada masa kini banyak dilakukan melalui situs e-commerce. Hal yang
disayangkan adalah kegiatan jual beli melalui e-commerce seringkali menyebabkan
kerugian bagi konsumen, di mana makanan ringan impor tersebut tidak memenubhi
persyaratan keamanan berkaitan dengan izin edar. Pada penelitian ini akan
dilakukan analisa terkait perlindungan hukum konsumen sekaligus tanggung jawab
pelaku usaha yang menjual makanan ringan impor melalui situs e-commerce.
Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif. Berdasarkan
hasil penelitian ini, diketahui bahwa hak-hak konsumen atas keamanan,
kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang serta hak
konsumen terhadap informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait informasi
keamanan dan legalitas makanan ringan impor belum dipenuhi oleh pelaku usaha.
Dengan demikian, pelaku usaha yang melanggar hak konsumen makanan ringan
impor di situs e-commerce dapat dimintakan pertanggungjawaban kontraktual

berdasarkan hubungan langsung melalui perjanjian elektronik.

Kata Kunci: Makanan Ringan Impor, Izin Edar, E-Commerce, Perlindungan

Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha
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BAB |

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada masa kini, banyak sekali produk yang didatangkan dari luar negeri seperti
makanan, kosmetik, pakaian, perangkat elektronik, serta berbagai macam
kebutuhan hidup lainnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kecenderungan
masyarakat masa kini yang tertarik untuk mencoba segala macam hal baru yang
masih jarang ditemukan dan diperdagangkan di dalam negeri.> Adanya liberalisasi
perdagangan juga menjadi salah satu faktor banyaknya produk barang serta jasa
dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia, termasuk di antaranya produk makanan
impor.2 Impor makanan dan minuman olahan sendiri menjadi impor terbesar
diantara impor barang lainnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh
Kementerian Perdagangan, sepanjang Januari hingga Juni 2018, impor makanan
dan minuman olahan bagi rumah tangga telah mencapai angka US$ 1,95 miliar atau
naik 47,22% dari tahun sebelumnya.? Salah satu jenis makanan olahan yang sering

diimpor ke Indonesia adalah snack atau makanan ringan.

Makanan sendiri pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok manusia yang
diperlukan untuk memberikan sumber energi bagi tubuh manusia. Apabila tidak
mengkonsumsi makanan yang cukup, manusia tidak akan dapat menjalankan
aktivitasnya secara produktif.* Namun seiring dengan perkembangan zaman,
manusia mulai menuntut gaya hidup yang lebih cepat dan praktis. Hal itu kemudian
mendorong industri makanan untuk menghasilkan produk yang dapat dikonsumsi
secara mudah dan langsung berupa makanan ringan. Makanan ringan sendiri

mempunyai kesamaan fungsi dengan makanan, yaitu guna memberikan energi yang

! Helma Widya, et.al., “Aplikasi Barcode Scanner Food Halal Pada Produk Makanan Impor Berbasis
Android”, Journal of Electrical Technology, Vol. 4, No. 1, 2019, him. 14.

Yusuf Shofie, “Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya”, Bandung, PT Citra
Aditya Bakti, 2003, him. 9.

8 CNBC, “Ini Produk Makanan dan Minuman yang Paling Banyak Diimpor RI”,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180827121415-4-30319/ini-produk-makanan-dan-
minuman-yang-paling-banyak-diimpor-ri, diunduh pada tanggal 4 Desember 2020, pk. 23.20 WIB.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm
169.
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cukup bagi tubuh manusia agar mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Hal itu
memberikan gambaran mengapa makanan olahan, khususnya makanan ringan,

menjadi salah satu produk barang yang paling banyak diimpor ke Indonesia.

Kemudian dengan adanya perkembangan pengetahuan di bidang teknologi,
perdagangan makanan ringan hasil kegiatan impor tersebut tidak lagi hanya
dilakukan melalui toko konvensional, namun juga dilakukan secara online melalui
berbagai situs perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce).
Ketersediaan makanan ringan impor melalui e-commerce tentu akan mendatangkan
manfaat bagi konsumen, di mana konsumen dapat memiliki kebebasan untuk
memilih produk makanan yang lebih bervariasi dan sulit ditemukan di dalam
negeri. Terlebih lagi, banyak dari masyarakat Indonesia yang tertarik dengan
makanan ringan impor, karena makanan ringan impor memiliki cita rasa yang lebih

unik dan beragam dibandingkan dengan makanan ringan dalam negeri.

Berangkat dari uraian di atas, perdagangan makanan ringan impor melalui situs e-
commerce menjadi peluang bisnis yang menarik bagi para pelaku usaha di
Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan istilah perdagangan elektronik atau
electronic commerce (e-commerce) menurut McLeod adalah pemanfaatan jaringan
komputer dan komunikasi untuk menjalankan aktivitas bisnis. E-commerce sendiri
berarti kegiatan yang menggunakan peramban dan situs internet melalui komputer
untuk memperkenalkan, melakukan penawaran, menjual, serta membeli produk.®
E-commerce termasuk ke dalam model bisnis modern yang tidak menghadirkan
pelaku bisnis secara fisik (non-face) dan tidak menggunakan tanda tangan dalam
bentuk asli (non-sign).® Keunggulan e-commerce dari segi efisiensi juga bisa dilihat
dari segi pemasaran, tenaga kerja, dan biaya. Dalam penyelenggaraan e-commerce,
pelaku usaha tidak perlu mencetak katalog baru dan mengirimkannya kepada setiap
konsumen karena konsumen dapat melihat secara langsung produk dan harga

barang yang ditawarkan melalui website. Kemudian dari segi efektivitas, e-

Shabur Mitfah Maulana, “Implementasi E-commerce sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus
Pada Toko Pastbrik Kota Malang)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 29, No. 1, 2015, hlm. 2.
Abdul Halim Barkatullah, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce
Lintas Negara di Indonesia”, Cetakan Pertama, Pascasarjana FH UII, UII Press, 2009, him. 4.



commerce memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara lebih
cepat dan luas dibandingkan perdagangan konvensional. Hal ini dapat terjadi karena

pelaku usaha dapat menjalankan toko online selama 24 jam tanpa henti.’

Di Indonesia sendiri, perilaku belanja online melalui e-commerce telah berkembang
sangat pesat, khususnya di Pulau Jawa. Hal tersebut juga didukung dengan data
yang dikeluarkan oleh DBS (2015) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan
pasar terbesar bagi kegiatan e-commerce di Asia Tenggara sejak tahun 2014.2
Adapun jumlah pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2019 diprediksi
akan mencapai angka 168,3 juta pengguna dan dapat terus meningkat hingga
mencapai angka 212,2 juta pada tahun 2023. Laporan dari e-Conomy SEA 2019
juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan nilai transaksi e-
commerce terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, data dari Merchant
Machine juga memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan
pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia dengan pertumbuhan yang mencapai
78% di tahun 2018.° Hal ini pun menjadi faktor pendorong mengapa para pelaku

usaha tertarik untuk memperdagangkan barang melalui situs e-commerce.

Sayangnya, kegiatan jual beli melalui e-commerce tersebut seringkali
menempatkan konsumen dalam posisi yang kurang menguntungkan. Konsumen
cenderung dijadikan sasaran dari kegiatan bisnis pelaku usaha demi memperoleh
keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga hak konsumen tidak diperhatikan
dengan baik.® Hal ini disebabkan oleh situasi di mana konsumen dan pelaku usaha
tidak dapat bertemu secara langsung sehingga konsumen berpotensi menerima
kerugian yang lebih besar dalam melakukan transaksi melalui perdagangan

elektronik. Salah satu perbuatan dari pelaku usaha yang melanggar hak konsumen

7 Didi Achjari, “Potensi Manfaat dan Problem di E-commerce ”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia,
Vol. 15, No. 3, 2000, him. 389.

8  Sadana Devica, “Persepsi Konsumen terhadap Flash Sale Belanja Online dan Pengaruhnya pada
Keputusan Pembelian”, Jurnal Bisnis Terapan, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 48.

® Deri Dahuri, “Pengguna E-commerce di Tanah Air akan Capai 1683 Juta”,
https://mediaindonesia.com/read/detail/267857-pengguna-e-commerce-di-tanah-air-akan-capai-
1683-juta, diunduh pada tanggal 24 November 2020, pk. 23.48 WIB.

10 Erman Rajagukguk, et.al, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.
5.
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serta dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen adalah memperjualbelikan

makanan ringan impor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.!

Persyaratan keamanan dalam konteks ini, yaitu mengenai izin edar makanan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan, suatu izin edar diperlukan untuk pengawasan keamanan, mutu, dan
gizi setiap pangan olahan. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan izin edar menurut
Pasal 1 ayat (15) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun
2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah
Indonesia adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan
oleh kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dapat diedarkan di
wilayah Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan
Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, obat dan makanan yang dapat dimasukan
ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan obat dan makanan yang
telah memiliki izin edar. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1)
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
yang berbunyi:

(1) “Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang
diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum
diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali Pangan Olahan tertentu
yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

(2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala
Badan berdasarkan hasil penilaian Keamanan Pangan, Mutu Pangan,
dan Gizi Pangan Olahan.”

Tanpa izin edar, maka suatu produk makanan akan dianggap ilegal dan tidak dapat
diedarkan di dalam wilayah Republik Indonesia. Keberadaan izin edar makanan
ringan impor ditandai dengan pencantuman nomor registrasi pada label kemasan

makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berikut contoh produk makanan impor dengan nomor registrasi BPOM:

11 Supra Note 4.
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Sumber: linisehat.com, “Perbedaan Label Nomor MD, ML, dan PIRT di Kemasan
Makanan”

Kemudian seiring dengan perkembangan aktivitas perdagangan melalui e-
commerce di Indonesia, diterbitkan pula peraturan mengenai peredaran pangan
olahan secara daring. Melalui ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan
Makanan yang Diedarkan Secara Daring, dinyatakan bahwa izin edar diperlukan
terhadap pangan olahan yang diedarkan secara daring dan pangan olahan tersebut
juga wajib memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Penerbitan peraturan mengenai pengawasan obat dan
makanan yang diedarkan secara daring ini juga dilatarbelakangi oleh pandemi
COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berdiam diri di dalam
rumah. Pandemi tersebut secara tidak langsung mendorong kebiasaan baru dalam
masyarakat berupa kebiasaan berbelanja secara online.*2 Dengan demikian, melalui
peraturan ini konsumen diharapkan dapat lebih terlindungi hak-haknya dalam

melakukan transaksi melalui e-commerce.

Akan tetapi pada kenyataannya, masih ditemukan perdagangan makanan ringan
impor tanpa izin edar melalui e-commerce. Sejak tahun 2015, BPOM pernah
melakukan penyitaan terhadap 7.762 kemasan makanan impor tanpa izin edar.
Sebagian dari makanan impor tersebut diperdagangkan secara online. Roy

BPOM, “Badan POM Terbitkan Peraturan Peredaran Obat dan Makanan Online”,
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18692/Badan-POM-Terbitkan-Peraturan-Peredaran-
Obat-dan-Makanan-Online.html, diunduh pada tanggal 29 November 2020, pk. 11.00 WIB.


https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18692/Badan-POM-Terbitkan-Peraturan-Peredaran-Obat-dan-Makanan-Online.html
https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18692/Badan-POM-Terbitkan-Peraturan-Peredaran-Obat-dan-Makanan-Online.html

Sparringa, Kepala BPOM pada saat itu, menyatakan bahwa makanan impor tersebut
terdiri dari produk pangan olahan yang diperuntukkan untuk bayi seperti biskuit,
sereal, serta makanan ringan merek Gerber yang berasal dari Amerika. Roy sendiri
menghimbau masyarakat untuk selalu waspada serta teliti dalam membeli produk
yang diperdagangkan secara online.** Kemudian, meskipun peraturan yang secara
khusus mengatur mengenai peredaran obat dan makanan secara daring telah
diterbitkan, kasus peredaran makanan ringan impor tanpa izin edar melalui e-
commerce masih sering ditemukan. Berikut beberapa contoh produk makanan
ringan impor hasil penelusuran penulis yang diperdagangkan pada suatu situs e-
commerce terkenal di Indonesia yang tidak memiliki izin edar berdasarkan
informasi website cek produk BPOM dan tidak disertai dengan informasi legalitas
barang:

1. Snack Impor China Wei Long La Tiao yang dijual melalui situs e-commerce

tanpa mencantumkan keterangan izin edar pada kemasan

@ o Snack import China Wei long la tiao
ﬂm! 4.9 0.8.8. 8.8 57 Penilaian 1,8RB Terjual
Rp2.000

Pengiriman [ Gratis Ongkir
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Be Merah fIZFEEF Kuning )| &R Hijau EF2HEF

Kuantitas - 1 + tersisa 405 buah

Beli Sekarang

Y& Masukkan Keranjang

13 Tempo, “Ribuan ~ Pangan  Impor yang  Dijual Online Ternyata  Ilegal”,

https://bisnis.tempo.co/read/676171/ribuan-pangan-impor-yang-dijual-online-ternyata-
ilegal/full&view=0k, diunduh pada tanggal 25 November 2020, pk. 18.24 WIB.
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2. Makanan Ringan Impor Haldiram’s Masala Chips yang diperdagangkan

melalui situs e-commerce Indonesia tanpa izin edar

Makanan Ringan Haldirams - Masala Chips 80gr / Snack Import / Snack
India

50 k#kkkk | 2Penilaian | 5 Terjual

INDIAN SNACK!
+  COLLATIONS INDIENN! R
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waeceo RP37.620 R

PaketDiskon [ Pilih 4, diskon 5% |

Pengiriman [ Gratis Ongkir

b Pengiriman Ke KOTA JAKARTA PUSAT v
Ongkos Kirim Rp0 - Rp9.000 v

) Garansi Shopee  Dapatkan barang pesananmu atau uang kemba

Para pelaku usaha makanan ringan impor dalam praktik seringkali tidak
mendatangkan barang yang mereka jual melalui importir resmi. Banyak dari pelaku
usaha yang melakukan importasi secara pribadi tanpa melalui agen maupun
perwakilan produsen luar negeri, dengan alasan makanan ringan impor tersebut
ditujukan untuk konsumsi pribadi. Hal ini menyebabkan makanan ringan impor
dapat melewati daerah pabean tanpa memperoleh izin edar dari BPOM. Pelaku
usaha tersebut kemudian menggunakan situs e-commerce sebagai sarana untuk
memperdagangkan makanan ringan impor, padahal makanan yang diimpor ke
wilayah Indonesia untuk kepentingan komersial dan diperdagangkan wajib
memiliki izin edar. Gambar produk makanan ringan impor yang dijual melalui situs
e-commerce juga cenderung ditampilkan dengan resolusi gambar rendah sehingga
konsumen sukar untuk melihat apakah produk tersebut sudah memiliki nomor

registrasi izin edar pada label kemasannya.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab situs e-commerce selaku penyedia platform
berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang
(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk User
Generated Content, yaitu hanya sebatas pada penyediaan syarat ketentuan
penggunaan platform, penyediaan sarana pelaporan, melakukan tindakan terhadap
aduan atau pelaporan konten, dan mengawasi jangka waktu penghapusan dan/atau



pemblokiran konten yang dilarang. Berdasarkan ketentuan tersebut, situs e-
commerce pun seringkali menegaskan dalam syarat ketentuan penggunaan
platform, bahwa e-commerce tidak bertanggung jawab atas legalitas produk yang
dijual oleh pedagang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerugian
konsumen atas suatu barang tetap menjadi tanggung jawab pihak pedagang
(merchant). Penulis akan membatasi penelitian ini pada hubungan hukum antara
pihak pedagang (merchant) dalam negeri selaku pelaku usaha dengan konsumen

yang melakukan jual beli makanan ringan impor melalui situs e-commerce.

Beredarnya makanan ringan impor tanpa izin edar tersebut menunjukkan bahwa
peraturan terkait izin edar yang berlaku saat ini belum mampu melindungi hak-hak
konsumen di Indonesia secara maksimal, khususnya konsumen yang bertransaksi
melalui e-commerce. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, makanan dan minuman yang digunakan oleh masyarakat
harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Hal ini
menunjukkan bahwa izin edar diperlukan demi menjamin kesehatan konsumen
dalam mengkonsumsi suatu barang, sehingga apabila persyaratan izin edar tidak
terpenuhi, maka konsumen dapat mengalami kerugian yang cukup serius
berhubungan dengan kesehatannya. Selain itu, pencantuman informasi terkait izin
edar dalam perdagangan elektronik juga menjadi kewajiban pelaku usaha yang
berkenaan dengan informasi legalitas barang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal
13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik. Tidak dicantumkannya informasi mengenai izin edar makanan
ringan impor di situs e-commerce tersebut memperlihatkan bahwa hak konsumen
di Indonesia dalam mendapatkan informasi yang benar, jelas, serta jujur masih

sering diabaikan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan permasalahan di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dapat menjadi payung (umbrella act) bagi peraturan
perundang-undangan lain dalam rangka melindungi hak konsumen, baik bagi
peraturan yang sudah ada maupun yang akan dibentuk di kemudian hari. Dalam

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
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diatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai
dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.'* Perlindungan konsumen menjadi hal penting pada suatu kegiatan
perdagangan yang sehat, di mana perlindungan konsumen dalam perdagangan
ditujukan untuk menjaga keseimbangan para pihak dan perlindungan hukum antara
pelaku usaha dengan konsumen. Kegiatan produksi barang dalam jumlah terbatas
seringkali menyebabkan ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan
pelaku usaha. Kerugian konsumen sendiri dapat timbul akibat adanya suatu
hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam bentuk perjanjian

maupun akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha.®

Selain itu, perlindungan konsumen menyangkut juga tentang masalah kenyamanan,
keamanan, serta keselamatan konsumen. Apabila suatu barang atau jasa tidak dapat
memberi rasa nyaman, aman, dan bahkan berbahaya bagi konsumen, maka barang
dan/jasa tersebut tidak dapat diedarkan dalam masyarakat. Kemudian dalam hal
perbuatan pelaku usaha tersebut merugikan konsumen, maka konsumen juga
memiliki hak untuk didengar, mendapatkan pembinaan, memperoleh advokasi,
perlakuan yang adil, hingga pertanggungjawaban berupa kompensasi atau ganti
rugi.’® Kasus peredaran makanan ringan impor tanpa izin edar yang terjadi di
Indonesia menunjukkan bahwa pelaku usaha telah mengesampingkan hak-hak
konsumen di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk
menganalisa  perlindungan  hukum  bagi  konsumen serta  bentuk
pertanggungjawaban pelaku usaha (merchant) yang menjual makanan ringan
impor tanpa izin edar melalui situs e-commerce dalam penelitian yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Ringan Impor Tanpa
Izin Edar yang Dijual Melalui Situs E-Commerce Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Desy Lestari, et.al, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan
Tanpa Izin Edar yang Beredar di Pasaran”, Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 2, 2013, him. 2.
Ahmadi Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia”, Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada, 2011, him. 1.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, “Hukum tentang Perlindungan Konsumen”, Jakarta, Gramedia
Pustaka Utama, 2000, him. 30.



2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah penelitian

sebagai berikut:

(1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ringan impor
tanpa izin edar yang dijual melalui situs e-commerce berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

(2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian
konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan impor tanpa izin edar yang
dijual melalui situs e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, berikut tujuan

yang hendak dicapai melalui penelitian ini:

(1) Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ringan
impor tanpa izin edar yang dijual melalui situs e-commerce berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan

(2) Untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap
kerugian konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan impor tanpa izin edar
yang dijual melalui situs e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang
dilandaskan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara
menganalisanya.!” Penelitian hukum ini disusun berdasarkan metode penelitian
yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti
serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa peraturan dan literatur yang berkaitan

17" “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-
empiris-dan-normatif/, diunduh pada tanggal 1 Desember 2020, pk. 20.42 WIB..
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dengan permasalahan yang diteliti.® Yuridis normatif merupakan pendekatan

dengan konsepsi legis positivis. Konsep tersebut memandang hukum identik

dengan norma-norma tertulis yang dibentuk dan diundangkan oleh lembaga atau

pejabat berwenang. Konsepsi ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif

yang tertutup, mandiri, dan terlepas dari kehidupan nyata masyarakat.®

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

(1) Bahan hukum primer

Bahan primer meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a.
b.

C.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat
dan Makanan;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017
tentang Pendaftaran Pangan Olahan;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017
tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah
Indonesia;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik
Sektor Obat dan Makanan;

18 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Cetakan
Kedelapan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004, him. 13.

19 Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Cetakan Keempat,
Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
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k. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020

tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring;

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016
tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang
(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk User

Generated Content.

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, namun

menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dihasilkan

dari olahan pendapat atau pikiran para ahli. Adapun bahan hukum sekunder

dalam penelitian ini yaitu doktrin, jurnal ilmu hukum, buku, serta literatur-

literatur lainnya.

(3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini berasal dari hasil penelitian di bidang hukum, sumber

internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta literatur lainnya

yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier bertujuan untuk

memperkuat makna atau pengertian dari bahan hukum primer dan sekunder.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dirumuskan ke dalam 5 bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

Pendahuluan

Bab | adalah pendahuluan yang terdiri dari bagian latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode
penelitian, serta sistematika penelitian

Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Dalam Bab Il penulis akan membahas tentang hukum
perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen,
uraian mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam

perlindungan konsumen, bentuk-bentuk tanggung jawab
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BAB I

BAB IV

BAB V

pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh
konsumen dalam hal terjadi sengketa konsumen berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.
Kemudian, Bab ini juga akan membahas secara khusus
mengenai perlindungan konsumen e-commerce.

Tinjauan Mengenai lIzin Edar Makanan Ringan Impor
dalam E-Commerce

Dalam Bab Il akan berisi pembahasan mengenai makanan
ringan impor beserta ketentuan izin edar menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian,
penulis juga akan membahas mengenai pengaturan izin edar
dalam e-commerce.

Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab
Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat
Makanan Ringan Impor Tanpa lzin Edar yang Dijual
Melalui Situs E-Commerce

Dalam Bab 1V, penulis akan menganalisis hak-hak konsumen
dalam mengkonsumsi makanan ringan impor tanpa izin edar
yang dijual melalui e-commerce. Selanjutnya, penulis juga
akan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha e-
commerce yang memperdagangkan makanan ringan impor
tanpa izin edar beserta proses penyelesaian sengketa yang dapat
ditempuh oleh konsumen atas kerugian yang dialaminya.
Penutup

Pada Bab V atau penutup, penulis akan merumuskan hasil
kesimpulan beserta saran-saran terhadap masalah dalam
penelitian terkait perlindungan konsumen makanan ringan

impor tanpa izin edar yang dijual melalui situs e-commerce.
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